SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang :a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka perlu
dilakukan penyesuaian peraturan;

b. bahwa untuk perluasan pelayanan kepada masyarakat dan
kemandirian daerah dalam menunjang kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan, maka Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dilakukan
penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Menetapkan

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun

2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda

Nomor 15) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan

Daerah:

a. Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Samarinda
Tahun 2016 Nomor 10); dan

b. Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Samarinda
Tahun 2018 Nomor 6);

diubah sebagai berikut:



1.

Pasal 1 diantara angka 24 dan 25 disisipkan 1 angka baru
yakni angka 24a, angka 25, angka 26, angka 27, angka 48,
angka 49, angka 50, angka 51, angka 52 dan angka 53
dihapus, setelah angka 53 ditambah 7 (tujuh) angka baru
yaitu angka 54, angka 55, angka 56, angka 57, angka 58,
angka 59, dan angka 60 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Ul

Daerah adalah Kota Samarinda.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

. Walikota adalah Walikota Samarinda.
. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di

bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi,

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan wusaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang
dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam
pemberian izin tertentu.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan
perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang
pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi
atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari
Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi
atau Badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan  retribusi  diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya
disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas jasa
pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat
IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan
suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar
desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai
dengan rencana tata ruang kota yang berlaku, sesuai
dengan Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya
disingkat KDB, Koefisien Luas Bangunan, yang
selanjutnya disingkat KLB, Koefisien Ketinggian



18.

19.

19a.

19b.

20.

21.

22.

23.

24.

Bangunan, yang selanjutnya disingkat KKB yang
ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan
bagi yang menempati bangunan tersebut.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi
yang berfungsi untuk tempat penyimpanan,
perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung
terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat
kedudukan sebagian atau seluruhnya berada diatas atau
didalam tanah dan atau air yang secara langsung
merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam
batas satu pemilikan.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik
hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak
digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
Klasifikasi Bangunan Gedung adalah sebagai dasar
penggolongan bangunan gedung terhadap letak
bangunan, fungsi bangunan gedung, tingkat zona kota,
tingkat konstruksi bangunan, sebagai dasar pemenuhan
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
Bangunan Permanen adalah bangunan yang sifatnya
tetap tidak dapat dipindah-pindahkan  dengan
menggunakan material utama sebagian besar konstruksi
beton bertulang.

Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang
didirikan dengan menggunakan material utama kayu.
Bangunan Sementara adalah bangunan yang sifatnya
sementara dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun.
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran
atas jasa pelayanan pemberian izin untuk melakukan
penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung
ethanol (C2HS0H) yang diproses dari hasil pertanian yang
mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan
destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan
cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak,
menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang
diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan



ethanol atau dengan cara pengenceran minuman
mengandung ethanol.

24a.Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum

25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung
adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol
kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di
tempat yang telah ditentukan.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas jasa
pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau
Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan
penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek
tertentu.

Izin Trayek adalah izin untuk melakukan kegiatan
pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau
beberapa trayek dalam daerah yang menjadi kewenangan
daerah.

Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk
pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau
mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan
perjalanan tetap, lintasan tetap, baik berjadwal maupun
tidak berjadwal.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang
dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Mobil Penumpang Angkutan Kota adalah setiap
kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8
(delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi.

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang
disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut
orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut
barang-barang khusus.

Retribusi Izin Usaha Perikanan; adalah pembayaran atas
jasa pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan
ikan.



36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus
dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha
perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang
tercantum dalam izin tersebut.

Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat
SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan
perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan
menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam
izin tersebut.

Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat
SIPL; adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal
perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya
disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki
setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan
dan pengangkutan ikan.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Walikota.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan  jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya
tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi,
penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi
serta pengawasan penyetorannya.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk



46.

47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut
Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan
sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan retribusi.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Diskotik adalah wusaha yang menyediakan tempat,
peralatan musik rekaman, tata suara, tata lampu, dan
fasilitas untuk arena melantai yang dipandu oleh penata
lagu (disc-jockey) serta dilengkapi dengan fasilitas bar.
Karaoke adalah wusaha yang menyediakan tempat,
ruangan, peralatan tata suara dan fasilitas untuk
menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat
menyediakan makanan dan/atau minuman.

Karaoke Dewasa adalah sebuah bentuk hiburan dimana
seseorang menyanyi diiringi oleh musik dan teks lirik
ditunjukkan pada layar telivisi, dan didalamnya ada
pemandu yang biasa disebut lady companion.

Bar adalah suatu tempat yang diorganisasikan secara
komersial dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai,
baik terdapat di dalam sebuah hotel, maupun berdiri
sendiri di luar hotel, dimana seseorang bisa
mendapatkan pelayanan segala macam minuman baik
yang beralkohol maupun yang tidak beralkohol.

Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan
musik sambil minum-minum baik minuman beralkohol
atau non beralkohol dan/atau makan yang dikonsumsi
dalam batas-batas tertentu yang dibuka pada waktu
malam sampai larut malam.

Hotel Bintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria
penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua,
tiga, empat, dan bintang lima.

Restoran yang ada di hotel berbintang adalah fasilitas
penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut
bayaran, yang ada di hotel berbintang.



2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi
Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Retribusi IMB;

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

c. Dihapus;

d. Retribusi Izin Trayek; dan

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Perhitungan besarnya retribusi  mengikuti rumus
sebagai berikut:

R=Pr x L xH

Keterangan :

R = Retribusi IMB

Pr = Prosentase Letak Bangunan X
Prosentase Guna Bangunan x

Prosentase Tingkat Bangunan X
Prosentase Zona Kota x Prosentase
Konstruksi Bangunan.

L = Luas Lantai Bangunan

H = Harga dasar satuan bangunan yang berlaku

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah dan ayat (5) dihapus,
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
(1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas kegiatan
Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Tempat
Penjualan Minuman Beralkohol.

@ Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan
penjualan minuman beralkohol di suatu tempat
tertentu.

3 Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah yang dikelompokkan dalam golongan:

a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman
beralkohol dengan kadar ethanol (C2HS50H) diatas



)

10

0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima
perseratus);

minuman beralkohol golongan B adalah minuman
beralkohol dengan kadar ethanol (C2HSOH) lebih
dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua
puluh perseratus); dan

minuman beralkohol golongan C adalah minuman
beralkohol dengan kadar ethanol (C2HSOH) lebih
dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan
55% (lima puluh lima perseratus).

Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) yaitu :

a. Hotel-hotel berbintang;

b. Restoran yang ada di Hotel Berbintang; dan

c. Bar, Pub, Diskotik, dan Karaoke Dewasa.

(5)

Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Tempat Jenis Luas Retribusi (Rp) Ket
Golongan Banguna
n (M2)
a. Hotel-hotel <100 9.000.000,00 | Per izin
berbintang 101-200 | 20.000.000,00 per
201-300 | 36.000.000,00 | tahun
301-400 | 42.000.000,00
401-500 | 60.000.000,00
> 501 90.000.000,00
b. Restoran <100 9.000.000,00
yang ada di 101-200 | 20.000.000,00
Hotel Golongan A, 7501300 | 36.000.000,00
Berbintang | B, danC 301-400 | 42.000.000,00
401-500 | 60.000.000,00
> 501 90.000.000,00
c. Bar, Pub, <100 9.000.000,00
Diskotik, 101-200 | 20.000.000,00
Karaoke 201-300 | 36.000.000,00
Dewasa 301-400 | 42.000.000,00
401-500 | 60.000.000,00
> 501 90.000.000,00
6. Pasal 13 dihapus.
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7. Pasal 14 dihapus.

8. Pasal 15 dihapus.

9. Pasal 16 dihapus.

10. Pasal 17 dihapus.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 26

Struktur dan  besarnya tarif digolongkan

berdasarkan jenis usaha perikanan.

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagi berikut:
a. penerbitan SIUP ditetapkan sebagai berikut:
1. untuk budidaya :

a) tambak (air payau) per ha Rp.
50.000,00/selama yang bersangkutan
melakukan usaha.

b) untuk budidaya di air tawar per ha Rp.
1.000,00/ selama yang bersangkutan
melakukan usaha.

c) untuk pembenihan (HETCHERY) :

1. Udang Rp. 5.000.000,00 per selama
yang bersangkutan
melakukan usaha.
2. Ikan Rp. 3.500.000,00 per selama
yang bersangkutan
melakukan usaha.
2. untuk perikanan tangkap :
<5 GT Rp. 1.000.000,-/20 tahun
b. penerbitan SIKPI dengan kapasitas kapal
Rp. 500.000,00 per kapal/2 tahun.
c. penerbitan SIPI dengan kapasitas kapal < 5 GT
Rp. 500.000,00 per unit/2 tahun.

IA
ul

GT

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 28

Setiap orang atau badan yang melaksanakan
kegiatan usaha yang berhubungan dengan perizinan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
huruf b, huruf d dan huruf e, wajib memiliki izin tertulis
dari Walikota.



(2)
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Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan tata
cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Walikota.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 30

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 21 ayat (1) dan
ayat (2), dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) ditinjau
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks
harga dan perkembangan perekonomian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Tarif
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

14. Diantara Pasal 50 dan Pasal S1 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.

Retribusi Izin Gangguan yang masih terutang
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang
penetapannya sebelum diundangkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan
di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah, tetap dilakukan penagihan selama
belum memasuki masa daluarsa sejak saat terutang; dan

.1zin Mendirikan Bangunan yang masih dalam proses

pengajuan harus menambahkan kelengkapan
persyaratan berupa format persetujuan (kanan dan kiri)
yang ditandatangani oleh masyarakat sekitarnya sebagai
bentuk persetujuan.
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Juli 2019

WALIKOTA SAMARINDA,
ttd

SYAHARIE JA’ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
SUGENG CHAIRUDDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 4.
Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 44/3/2019;



